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Jaksa Ajukan Banding 

(Tolak Vonis Ringan 3 Tahun Yan Prana Jaya,  

Memori Banding akan Diserahkan ke PT Pekanbaru) 

 

 
Sumber Gambar: https://m.lampost.co 

 

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Riau dan Kejari Siak, mengajukan upaya 

hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Hal ini terkait dengan vonis 3 

tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, terhadap 

terdakwa Yan Prana Jaya. 

Upaya hukum banding ini diambil, lantaran JPU menolak vonis ringan yang 

dijatuhkan hakim kepada terdakwa yang merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) 

Provinsi Riau itu. Tuntutan JPU dalam sidang sebelumnya yaitu pidana penjara 7,5 tahun. 

JPU juga menghukum terdakwa membayar denda Rp300 juta. Jika tidak dibayar, maka 

dapat diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 bulan. JPU juga menetapkan Yan 

Prana juga harus membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar 

lebih. Apabila uang itu tidak dikembalikan ke negara, maka dapat diganti dengan pidana 

kurungan penjara 3 tahun. 

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, saat dikonfirmasi 

membenarkan perihal diajukannya banding oleh JPU atas vonis atau putusan tersebut. 

“Iya, tim JPU mengajukan banding atas putusan tersebut,” kata Raharjo, Senin (2/8). 

Setelah pernyataan banding ini dipaparkan Raharjo, JPU sekarang sedang menyusun 

memori banding, untuk kemudian diserahkan ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, guna 

diteruskan ke PT Pekanbaru. “Dalam waktu dekat, memori banding akan diserahkan ke 

pengadilan,” jelas Raharjo. 
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Majelis hakim menilai Yan Prana Jaya terbukti melakukan perbuatan korupsi 

anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan makan minum di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2014 - 2017, sebagaimana 

dakwaan pertama subsidair. Sedangkan untuk dugaan korupsi pemotongan anggaran 

perjalanan dinas sebagaimana dakwaan pertama primair JPU, hakim menilai Yan Prana 

Jaya tak terbukti. Dalam sidang pembacaan putusan untuk terdakwa Yan Prana Jaya 

digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (29/7), hakim ketua, Lilin 

Herlina mengatakan, Yan Prana Jaya melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

“Menyatakan Yan Prana Jaya Indra Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan 

pertama subsidair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara 3 tahun,” kata Lilin. Selain itu, hakim juga menghukum Yan Prana Jaya 

membayar denda Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti hukuman 

pidana penjara 3 bulan. Hakim tak menghukum Yan Prana untuk membayar Uang 

Pengganti (UP). Melainkan hanya membayar biaya perkara Rp7,5 ribu. 

Hakim menyatakan Yan Prana Jaya tak terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan pertama primair. 

Sehingga hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut. Sidang 

dengan agenda pembacaan vonis ini digelar dengan skema video conference. Di ruang 

sidang, ada majelis hakim yang diketuai Lilin Herlina, tim JPU, dan tim penasehat hukum 

terdakwa. Terdakwa Yan Prana Jaya, mengikuti sidang lewat virtual. Ia berada di rutan 

Klas I Pekanbaru. (rzk) 

 

Sumber Berita: 

1. Tribun Pekanbaru, tanggal 3 Agustus 2021 : “Jaksa Ajukan Banding (Tolak Vonis 

Ringan 3 Tahun Yan Prana Jaya, Memori Banding akan Diserahkan ke PT 

Pekanbaru)”. 

2. Riau Pos, tanggal 3 Agustus 2021 : “Vonis Yan Prana Lebih Rendah, Jaksa 

Banding.” 
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Catatan: 

Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 55 ayat (1) angka 1 

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 

 

Pasal 64 ayat (1) 

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau 

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang 

diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.      

 

Kerugian Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

Pasal 1 angka 22 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 

dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 
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Putusan Pengadilan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) 

Pasal 1 angka 11 

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

 

Pembuktian 

UU KUHAP 

Pasal 183 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Pasal 184 

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

 

Pasal 188 ayat (1) 

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik 

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 

 

Pasal 188 ayat (2) 

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: 

a. keterangan saksi; 

b. surat; 

c. keterangan terdakwa. 
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UU Tipikor 

Pasal 26 A 

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk 

tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: 

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan 

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan 

atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 

yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam 

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, 

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

 

Pidana 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 10 

a. pidana pokok: 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda; 

5. pidana tutupan. 

b. pidana tambahan: 

1. pencabutan hak-hak tertentu; 

2. perampasan barang-barang tertentu; 

3. pengumuman putusan hakim. 

 

Pasal 12 

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima 

belas tahun berturut-turut. 

 

Pasal 30 

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. 

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam 

bulan. 
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Uang Pengganti 

UU Tipikor 

Pasal 18 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah 

kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar 

uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana 

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana 

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 

Banding 

UU KUHAP 

Pasal 1 angka 12 

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 

mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-

dalam undang-undang ini. 
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Mengenai pengertian memori banding, Ilman Hadi, S.H. dalam 

https//www.hukumonline.com, 19 Februari 2013, “dengan topik “Memori Banding dan 

Jangka Waktu Penyerahannya,” menguraikan sebagai berikut: 

 

Sama seperti halnya dalam perkara perdata, di dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang acara pidana, juga tidak diatur pengertian memori 

banding. 

M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan 

KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 

Kembali (hal. 485), memberikan pengertian memori banding yaitu uraian atau 

risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap 

sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan 

tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan 

dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang 

terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru 

atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu 

diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. 

Seperti halnya dalam perkara perdata, sebelum mengajukan banding dalam perkara 

pidana, pemohon harus mengetahui bahwa putusan tersebut boleh untuk diajukan 

banding. 

Putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas, lepas dari segala 

tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan 

putusan pengadilan dalam acara cepat, sebagaimana diatur Pasal 67 UU No. 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) Selain itu, putusan 

Praperadilan yang dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP juga tidak dapat diajukan 

banding. 

 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana

